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PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

 

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR  9  TAHUN   2010 

TENTANG  

IZIN HIBURAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : a. bahwa  sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka 

Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan meningkatkan pelayanan, 

ketertiban, pengendalian dan pengawasan perizinan dibidang perizinan 

hiburan kepada masyarakat;  

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

tentang Izin Hiburan. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat  (Berita  Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950); 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3240) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin 

Gangguan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 5); 

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan 

Misi Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 

Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2006 Nomor 3);  

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);  

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028 (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

Dan 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG IZIN HIBURAN 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo; 

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Probolinggo; 

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor yang berwenang untuk memberikan izin; 

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas 

tertentu di bidang Perizinan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha 

milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap; 

8. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian 

dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan 

dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga; 

9. Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan hiburan 

baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya; 

10. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan 

atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara 

hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan 

tugas pengawasan; 

11. Izin Hiburan adalah Izin untuk mengadakan hiburan yang mendapat persetujuan dari Walikota. 

 

 


